DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004.

Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Djoko Prakso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana,
Liberty, Yogyakarta, 2008.

Eddy O.S. Hiarie, Teori Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012.

Hamrat Hamid dan Harun Husein, Op Cit, 2010.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana,
Mandar Maju, Bandung, 2003.

Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat
Hukum, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2017.

Koesparmono Irsan, Hukum Acara Pidana, Jakarta, 2017.

Leden Marpaung, Proses Penaganan Perkara Pidana (Penyelidikan
Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Kejaksaan dan
Pengadilan Negeri upaya hukum dan eksekusi), Sinar Grafika, Jakarta,
2015.

M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor, 1988.



M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar
Grafika, Jakarta.

Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
2014,

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2007.

Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, Rajawali Pers,
Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial,
Rajawali Pers, Jakarta, 1987.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Pers, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, Tata Cara Penulisan Karya limiah Bidang Hukum, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1986.

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pusat Bahasa, PT. Gramedia, Jakarta, 2012.

Y Wiratna Sujarwenu, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Baru Press, Yogyakarta,
2019.

Yudi Kristiana, Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi, PT Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2006.



B. Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
C. Jurnal
Hermayanti, Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Penerapan
Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Sampah, Jurnal Universitas Batanghari Jambi,
2020.
Widia Edorita, Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif, Jurnal limu
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I, 2010.
D. Internet
Daniel S Barus, “Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan
Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan” Skripsi Pada Program Sarjana
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, diakses Rabu
12 Juli 2023.
Laisiana Irvianti, “Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti oleh Jaksa dalam

Perkara Pidana”, melalui http://lib.unnes.ac.id/, diakses Rabu 12 Juli 2023.



http://lib.unnes.ac.id/




